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Abstrak

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dibentuk melalui Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN merupakan konsekuensi logis dari dianutnya sistem
negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tidak lepas dari salah satu
elemen penting dari prinsip negara hukum, yakni adanya perlindungan terhadap hak asasi
manusia khususnya bagi warga negara.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif diperlukan untuk mendapatkan
gambaran mengenai konsep tentang Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Oleh karena itu, perlu ditelaah mengenai kekuatan
hukum putusan PTUN dan sanksi bagi pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN
yang berkekuatan hukum tetap.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan PTUN yang
berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat umum (erga omnes),
kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Selanjutnya, bagi pejabat tata usaha negara
yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap dapat dikenai sanksi
administratif dan/atau pembayaran uang paksa (dwangsom) serta diumumkan di media massa
(publikasi).Dalam rangka meningkatkan ketaatan atau kepatuhan pejabat tata usaha negara
terhadap putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap dan guna menjaga wibawa badan
peradilan, maka Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden perlu melakukan
perubahan terhadap undang-undang administrasi pemerintahan dengan menambahkan sanksi
yang lebih tegas seperti sanksi pidana yang dianggap sebagai ultimum remedium agar pejabat
tata usaha negara lebih patuh dalam melaksanakan putusan PTUN yang berkekuatan hukum
tetap.

Kata Kunci: Pejabat Tata Usaha Negara, Putusan PTUN, Eksekusi.



Abstract

Administrative Court which was established by Administrative Court Act No. 5 of
1986 is the logic consequence of the rule of law system which adopted by the republic of
Indonesia. One of the essential elements of the rule of law is the protection of human rights,
especially protection of citizen’s right.

The normative-juridical method is used in the research. It used primary and
secondary data analyzed by analytic descriptive, to figure the concept of administrative court
decision execution.

The research result summarizes that the power of administrative court decision is the
power to bind, power to prove and power to executing. Then, for the administrative officers
who didn’t obey the administrative court decision can be punished with administrative
sanction, penalty payment and/or publication on mass media.

To make the execution of administrative court decision effectively, the parliament
with president have to change or amendment the administrative law act by adding sanction
heavier such as punished with criminal sanction which called by ultimum remedium. In
order, the administrative officers obey the administrative court decision.

Keyword: Administrative officers, Administrative court’s decision, Execution.



